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BUPATI GUNUNG MAS 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 

NOMOR ~EJ TAHUN 2014 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 
PADA KECAMATAN SE KABUPATEN GUNUNG MAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, 
perlu adanya Standar pelayanan PATEN di Kecamatan 
Se Kabupaten Gunung Mas untuk penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan Paten di 
Kecamatan; 

b. bahwa standar pelayanan perizinan dan non perizinan 
merupakan jaminan adanya kepastian bagi penerima 
pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap 
akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pemberian 
pelayanan; 

c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan pelayanan 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perizinan 
dan non penzman dan sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan dimaksud, maka perlu 
disusun Standar Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan pada Kecamatan se Kabupaten Ounung Mas; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Ounung Mas 
tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kectmatan pada 
Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas. 



Mengingat: 
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1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
te)ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438)'; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 5434); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambah;n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); \ 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

10. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 
tentang Pedoman Pembentukan Kecarnatan; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 
2010 ten tang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2008 Nomor 2); 

16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 
Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Gunung Mas 
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 
Nomor 19); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 
Tahun 2012 Tentang Desa. I 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURA?f BUPATI TENT.ANG STANDAR PELAYANAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN 
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA 
KECAMATAN SE KABUPATEN GUNUNG MAS. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Ounung Mas; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ounung 

Mas; 
3. Bupati adalah Bupati Ounung Mas; 
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat 

PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari 
tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu 
tempat; 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Ounung Mas; 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan pelaksanaan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.atau peraturan lainnya 
yang merupakan bukti legal yang dinyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau 
kegiatan tertentu; 

7. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan 
Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintah 
daerah; 

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang 
merupakan bukti legal yang dinyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang a tau badan untuk melakukan usaha a tau kegiatan tertentu; 

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 
usaha; 

10. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 
dalam interaksi langsung antara sesrorang dengan orang lain dengan 
menghasilkan kepuasan pelanggan; , 
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1 I. Standar Pelayanan adalah ukuran kualitas yang dilakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan 
penerima pelayanan; 

12. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk 
memperoleh dokumen yang diberikan oleh kecamatan; 

13. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemberian izin usaha bagi setiap warga negara 
dan penduduk untuk melakukan usaha; 

14. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada badan usaha atau 
perseorangan dalam bentuk pendaftaran, persetujuan, rekomendasi 
dan dokumen administrasi pemerintahan lainnya; 

15. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang 
berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan 
terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya. 

BABII 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasa12 

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah 
untuk pedoman bagi objek dan subjek pelayanan sehingga dalam 
pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih cepat, tepat waktu, mudah dan 
transparan. 

Pasal 3 

Tujuan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
PATEN adalah untuk : 
a. Memberi kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat 

untuk mempero)eh pelayanan; 
b. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. 

Pasal 4 

Sasaran Penyelengaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
PATEN: 
a. Tewujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, 

b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan. 
terjangkau dan tepat waktu; ' 
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BABW 
RUANG LINGKUP 

Pasal5 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. Komponen Standar Pelayanan. 
b. Jenis Perizinan 
c. Penanganan Pengaduan 
d. Pengawasan 
e. U raian Tu gas 
f. Prosedur penandatanganan 

BABIV 
KOMPONBNSTANDARPBLAYANAN 

Pasal 6 

( 1) Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN 
a. Jenis Pelayanan yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang 

dihasilkan/ didelegasikan oleh Camat; 
b. Dasar Hukum Pelayanan yaitu peraturan perundang-undangan yang 

menjadikan pedoman atau dasar penyelengaraan pelayanan; 
c. Persyaratan Pelayanan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinan tertentu 
sesuai jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi; 

d. Prosedur/Mekanisme Pelayanan yaitu tata cara pelayanan yang 
dibakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari 
setiap jenis pelayanan; 

e. Biaya Pelayanan yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus 
dibayarkan oleh pemohon/penerima pelayanan; 

f. Lama Proses Pelayanan adalah waktu pemerosesan pelayanan 
perizinan sampai penertiban berkas. 

(2) Jenis PeJayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang 
meliputi Perizinan dan Non Perizinan adalah kewenangan Camat sesuai 
dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pelimpahan sebagian Kewenangan Brpati Gunung Mas kepada Camat 
di wilayah Kabupaten Ounung Mas. 



7 

BABV 
PENANGANANPENGADUAN 

Pasal 7 

( 1) Kecamatan wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang 
berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun 
dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan 
kondisi setempat; 

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
ditindaklanjuti secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta 
penyelesaiannya kepada pengadu paling lam bat 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak diterimanya pengaduan. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Paaal 8 

( 1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang 
dan berkesinambungan dilingkungan kecamatan oleh Bupati Gunung 
Mas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka 
meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan; 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai 
kebutuhan, yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis 
terkait serta evaluasi pelaksanaan pelayanan. 

Pasal 9 

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan 
dilakukan oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

BAB VII 
PROSEDURPENANDATANGANAN 

Pasal 10 

Prosedur, Pengelolaan, Pemerosesan dan Penandatanganan kewenangan 
pada aspek perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, 
dilakukan sesuai dengan kitentuan yang berlaku dan ditandatangani atas 
nama Bupati Gunung Mas. ~ 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
Pada tanggal \ 'l O~~btPr ?&M.f 

KRETARIS DAERAH 
UPATEN GUN NG MAS 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
Pada tanggal Ii O~ta\-;wr ?,ev.{ 

Pit. BUPATI GUNUNG MAS 

WAKI PATI 

RAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR ~g 


